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PRRATITRAN MARRAH EARITPATFEN ACFH TERGAH
R : & TARDN 2000

TENTANG
RETRTROST PENVEDITAN KAKIR {FIMIA)
NENGAN RARMAT TURAN TANG MAHA RRA

RPATT EARITPATEN ACFH TENGAH

Rahwa densan  diteraokannvs  Keonfuean Meaterd Dalam
Noweri Nemar 119 Tehnn 1988 fenfans Ruanw Tinekun
Janis Refrihnsi Paprah Tinekat T dan Tinekat 17 maks
Ratribnsi Ponwednian Kakus meranakan deniz Rafbribnsd
Narrah Tingkat TT.

Bahwa wnfnk memunent ratribuel sehacaimann  waksnd
hurup & Aitetaokan denean deraturan dssrah.

Dadang—undang  Nemer 7 fdetl  Tahna 1056 fentune
Pemhentnkan Daetah Oraanm Eahwnstan-kabunaten dalam
Tingkungan Prooinsi Sumalera llfara. ¥n. Tindane=
nndane Namnr 4 Tahmn 1674, fantanw amhentnkan
Fabuoaten Aceh Tengsara :

(indang-pndane  Namar ®  Tahun 1081 tentang Kitah
Nndang-nndane Hoknum  Acara  Pidans  (Lemharan  Narara
Rennhl{k  Tndanasia Tshun 1081 Homar 76 tamhahan
LembaTan Neeara Remuhlik Tadonasin Nemor 32091 2

tadane-nndany Nemar 18 tohon 1007 tentane Paiak Naerah
Ane Ratrihugi Naorah (Lemhavan Nagara Tabmn 1967 Nogar
21 tamhahan Lewharan Wesara Rennhlik Indonesin Nomor
96351 :

findag-nndane Nomor 27 Tabun 1899 tentans Pemariniahan
Daarnh (remharan Neeara Reowhlik Yadonasis Tabnn 1699
Romar 60 Lawhaban Lembaran Megars Reenblik Tadonesia
Nomar 8391 =

Hndana-undany Nemor 25 Tahnn 1999 tentans Perimbanean
Kennnean antarn Bemarintah Pusat dan Danrah (Tamharan
Wegara Reowhlik Indanpsia Tahun 1998 Nomnr 72. tamha-
han Temharan Mesara Reoublik (adonesin Nomor 3R4R1 ¢

peraturan Pemerintah Resuhik Tndonesiz Nomor 27 Tahun
1983 tentans Pelakssnaan Kitah Tindane—mndane Hnkum
ana (Lembaran Nemara Reonblik Indonesin Nomor
3258 Tuhun 1OR3) :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tenlans
Retrihusi Damrah (Lowharan Neeara Reonhiik Tadonesis
Tahun 1997 Nomor 55, tamhahan Tembaran Neeara Reomwhlik
Tndanesia Nomor 16682) :

Kenntusan Presiden Namor 44 Tabun 1998 tenfane Teknik

Penvusunan Pecundanz-undanean.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnr 4 Tahnn 1997
tentane Panvidikan Pawswni Neeeri Sinil Aflinskunean
Pemerintahan Nasrah *

10, Keontnzan Mrmiev-iﬁ %
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemunguian Retribusi Dacrah:

11. Kepotusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Teéhun 1997
tentang Pedoman dan ‘'ata Cara’ Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah :

12. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Reribusi Duerah
Tingkat T ddn Tingkat IT.

Deéngan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAN KARUPATEN ACER TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS {TINJA).

BAB T
KETENTUAN UMUN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimeksud dengan :

&. Daerah amdalah Kebupalen Aceh Tesgah 3

b. Pemcrintsh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenxah yung
terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkel Dacrah lainn:

c. Bupati adalah Bopati Acch Tengah ;

d. Pejabat adalah Pepawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retri-
busi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah vang
barlaku ;

e. Badan adalah suatu bentok badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara stsu Daersh dengan bentuk apapun, perdekutuan, perkusi-
pulan, Firms, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yung seje-
wis, lembaga, dana pensiun benluk usaha tetap serta badan usaha
lainnya j

. Retribusi jasa usaha nllulull retribusi jesa yamg disediakan oleh
Pemerintah Daerah dens: cnganui prinsip komersial karena pada
Gnenrnyn dasat pula d1sediakan oloh SeKtor swasts

4. Hetribusi penvedotan kakus yang selanjutnys disebut Retribusi
adalah pembayaran alas pelayanan penvedotan Xakus/jamban yang
dijukukan oleh Pemerintah Daerah 3

H. Waiib retribusi edalah orang pribadi atau badan vang menvrut per—
aturan peroadang-undangan reiribusl diwaiibkan untuk welakukan
pembayarsn retribusi g

i. Surat Pendaftaren Objek Retribusi Daerah yang selanjutaya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh weiib retribusi
untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungen dan pembayaran retribusi yang terhutang meaurut peratu-
ran perundang-undangun Retribusi Daerah ;

j. Sural Kotetapan Betribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Kepulusan Yyanp menentukan besarnys jumlah retribusi
yang terhutang ;

k. Suret Ketetapan Retribusi Desersh Xurang Bayar vanp selanjutnya
disingkat SKRDKB adalsh Sural Keputusan yang menentukan besar
jumlah retribusi yang terbutang, jumlah Kkredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribuei, besarnya sanksl adinistrasi-
dan jomiah veng harus dibayar t

Burat Ketetapan J 3




= i

1. sarat Ketetapan Retribusi Daerah Xurang Bayar Tambahan yang seisn-
juinya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yung menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan i

‘m, Sural Tagihan Retribusi Daerah ysng selanjuinya disingkat STRD
adalah surat untuk melakuken tagihan retribusi atan senkai admiris-
trasi berupa bunza dan atan denda.

BAB I1
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETIBUSL
pagal 2

Dengun Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi slas jasa
pelayanan penvedotan kakuva.

Pesal 3
{1). Obyek Retribusi adalah seticp Jasa Pelayanan ¥enyadotan Kakus
oleh Pemerintah Dacrah.
{2). Tidak termasok retribusl adalub pulayapan penvedotan kakus yamg
dimiliki atan dikelole oleh perusahaan daerah atzu pihak swasta.
Pasal 4
subyek retribusi adalah oramg pribadi atau badan yang menggunakan/
memanfaatkan jeaa penyedotan kakus.
BAB ITT
GOLONGAN. RETRIBUSI
Pasal 3

Reribusi Penyedolan Kakus termasuk polomgan retribusi jasa usaha.

. PAR IV
CARA MENGUKUR ‘TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jase diukur berdasarkan volume tinja dan biaya
angkutan dari lokasi penyvedotsn ke IFLT (Instalasi Pengelolaan Limbah
Tinja) yang teluh disediekan di Desa Kule Lintens Recamatan Pegasiag.
BAB V
FRINSTP PENETAPAN STRUKTUR' DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST
Pasal 7
Prinsip penetepan tarip retribusi penyedotan kakns adalah biaya

.administrasi, P an., /peruwatan, biays
pembinaan dari jarak tempuh penpangkulan.

Pagal 8

_Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi © - 10 Em dari IPLT Rp. 40.000/tangki Vacum truck.
Lokasi 11 20 km dari TPLT Ep. 45.000ftangki Vacum truck,
Lokasi 21 30 Em dari. IPLT Rp, 50.000/tangki Vacum truck.

Lokasi 31 - 50 Km deri TPLT Ep. 55.000/tangki Vacum trock.
Toknsi 51 - lebih dari IPLT Rp. 60.000/tangkl Vacum truck.

i
BAB 1V. WILAYAH 4 . 4




BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipunget diwilayah Daerah tempat pelavanan
penyediaan fasilitas penyedotan kakus diberikan.

BAB VIT
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pazal 10
. Retribusi dipungut denpan menggunakan S
. Hasil punguisn retribusi sebagai d]mqksud dalam Pasal 8 Peraturan
Daerah ini disetor ke Kas Duerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

cara pembayaran dan tempal pembayaran retribusi diatur lebih
h.

lanjut dengan Keputusan Kepala Paeral

BAB IX
‘TATA CARA PENAGTHAN
Pasal 12
. Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKROKB, SKRDBKT, STRD,
Surat Kepuiusan Pembetmlan, Surat Keputusan Keberslan dan putus
banding vans tidak atau kurang dibayar oleh waiid retribusi pada
waktu dapat ditegih denpan surat paksa.

Penagian retribusi dengan Surat Paksa dilsksanakan berdssarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
. Pembayarsn retribusi yang terhutans harus dilunasi sekaligo

. Tats cara pembayaran, peayetoran, tempal pembayaran ﬂ:lrlbusl
diatur dengan Keputusam Bupati Kepala Daerah.

BAH XT1
PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati dapat mennnjuk Pejubal tertentu untuk melakukan pengawasan
terhadap peluksanasn Peraturan Daersh ini.

i
BAB XITT. KETENTUAN *, L



BAB XI1I
KETENTUAN PIDANA

Fasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam pldana kurung selams-lamanys 6 (enam)bulan dan ateu denda
sebanyak-banysknya Rp. 5.000.000,- {lima Jjuta rupish) dengan tidak
merampas barang tertentu yntuk Daerah.

(B}

(z).

{3).

BAB X1V
PENYIDIEKAN
Pazal 17

. Pejabat Pepawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintzh

Daeral diberl wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebapai dimak-
sning dalam undang-undang Nomor Tohun 1981 tentanp Hukum Acars
Fidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayet (1) Pasal ini adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atao
laporan berkenaan denzan tindak pidana dibidang retribusl
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut wenjudi lebih
lengkap dan jelas;

b, Meneliti, mencari dan meagumpulkan keterangan menzenai orang
pribadi atau baden tentang kebenaran perbuatan yang dilakuksn
sehubungan denpan tindak pidana Hetribusi Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti oramg pribadi atav badan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerahy

d. Memeriksn buku-buku, catatam-catatsn dan dokumen-dckumen

lalnnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidung Retribuai

Daarul .

Melakuken penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembu-—

kuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan peayitaan

terhadap bukti tersebutj

»

f. Meminta bantuan tensga ahli dalsm rengka pelaksanaan tuzas
penyidikan tindak pidama dibidang Retribusl Daerah:

#. Menyuruh berhenti melarsng seseorang memingaslken reangan atau
tempat pada saat pemeriksann scdang berlanpsuag identitas
:ranx atan dokomen yang dibawa gebapaimana dimaksud pade
orof &3

h. Memotrei seseorang yang berkaitan demgan tindak pidana Relri-
busi Daerah;

i. Memangail orsag uptuk didengar keteranpannya dan diperiksa
sebegai tersangka atau saksi;

i. Menghentiknn penyidikan:

k. Molakukan tindakan yang perlu untuk kelancarsn penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daersh menurut hukum yang
dapat dipertangpung jawsbkan.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wpasal ini dibe-
ritahukan dimulainva pemyidikan dan penyampaian hesil penyldikan
penuntut undang-undang Nomor & Tahun 1981 temtang Hukum Acara
Pidana.

BAB V. KETENTUAN }fi 6



BAB XV
KETENTUAN LATN-LATN
Pasal 18
Dalam bal memyesuaikan tarip dengan perkembangan nel‘ekﬂllnmlan Daerah.
pervbahan dan besarnya tarip sebagaimans dimaksud Pasal 8 Peraturan

Daerah ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati seulah terlebih
dahnlu mendapat persetujuan Dewan Parwakifan Rakyet Daerah

Ketentuan pelaksanasn Peraturan Dacrah ini diberlakukan sclambat-
lambatnya 3 {tiga) bulan setelah diundangkan dalam Lembaran Dasrah.
Pasal 20

hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraluran Daersh ini sepanjang
menpenat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakuaya Peraturan Daerah ini make segula ketentuan-ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai beriakw pads tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinye memerintahkan pengundanpan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dslem Lembaran Daerah,

Pada | anlknl .'1 AP'RIL 2000,

/i BUBKTI Bumnzvi  yosa TENGAL Jt

H. MUST. M. TAMY

DIUNDANGKAN : DI TAKENGON.
PADA TANGGAL : 7 CAPRIL 2000.

Flt. SEKRETA.RIS KABU?ATE%
Dra. LBRU HADJAR E‘U’J TAWAR
Pembina/Nip., D1D055248

LIENGARAN DAERAH RAFUPATEY ACEE TENGAH
TRHDN i 2660 BCHOR & :




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATAN ACTH TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETR1BUST FENYEDOTAN KAKUS

PENJELASAN UMUM

Buhwa dongan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
$19 Tahun 1998 tentang Tata Ruanz Lingkup dan Jenls-jenis Retri-
busi Daerzh Tingkat I dan Tingkat 11, maka Retribusi Penyedotan
Kakus merupakan Retribusi Daerah Tingkat 11.

Bahwa sesuai dengan per dan per Perek
Masyarakat Aceh Tengah yang telah meningkat maks pemanfaatan
Septik Tenk pada setinp romah pendoduk uptuk menampung pembuangan
tinja telah tersedia dan penanggulangannya perlu diatur sedemikian
rupa dengan menyediakan sarana penyedotan dan angkutannya.

Oloh  karena itu Retribusi Penyedotan Kakus mervpakan salah  sa
tu Ir.leklldnoatnﬂ paerah perlu dlatur sesual dengan ketentian yane
berlaku. ;

. DPENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PENJELASAN PASAL DEMI PASZL
paaal 1 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 avat (1) deagsn tidak dapat diterspkan adalah bahwe
tolnrub proses kegiatan Pemunguten Retribusi tidak dapat diserah-
B anads Pinak Kotiga, namm dalam pengertisn ini bukun berarti
bahwa Penda tidak boleh bekerjs same dengan Pihak Ketize. Dengan
sengat seleklif dalam prosss Pemungutan Retribusi Pemda dapst
Sengajsk ekerja sama Badan-badua terteniu yang karens profeaiona-
fismenya laysk dipercaya wntuk ikut melaksanskan schagian tugas
pemunigutan  Retribusi. vang tidek dapat diker jasamekan dengan
bihak Eetima adulah kegiatsn penghilupgan besarnya Retrbusi yang
terutane, pensawssan pemyetoran Retribusi dan penagiban Betribusi.

pasal 13 ayet {2) sampai dengan Pasal 22 : Cukup Jelas.
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